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untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang
berkembang dalam sistem General Agreement on Tariffs and
Trade (selanjutnya disebut GATT) atau yang kemudian

dikenal World Trade Organization (selanjutnya disebut
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Kartadjoemena, Substansi Perjanjian GATT/WTO dan
Mekanisme Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Ul Press, 2000), hal. 1.
2 Rahardi Ramelan, “Lima Tahun Anti Monopoli”,

<http://leapidea.com/presentation>, diakses pada 1 September 2005.

3 Mohamad Oemar, GATS, Prinsip Non Diskriminasi dan Hambatan
Dalam Sistem Perdagangan Internasional, makalah dalam Prosiding
Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan
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internasional dewasa ini, perjanjian internasional
memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur
kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian

internasional, tiap neggga menggariskan dasar kerjasama

mereka, mengatiygs ggiatan, menyelesaikan
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Hukum Bisnis Lainnya di Jakarta tanggal 15 September 2004, (Jakarta:
Pusat Pengkajian Hukum , 2005), hal. 81.

4 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan
Fungsi Dalam Era Dinamika Global, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal.
82.

5> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral

Departemen Luar Negeri, Persetujuan Bidang Jasa, (Jakarta:
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Putaran Uruguay sebagai salah satu perundingan
perdagangan multilateral dalam kerangka GATT memiliki
empat tujuan dasar perundingan, seperti yang disepakati

oleh negara-negara peserga di Punta del Este, Uruguay,

antara lain:®
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Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Departemen
Luar Negeri, 2004), hal. 1.
6 Geza Feketetuty, International Trade in Services: An

overview and Blue Print for Negotiation, 1994.
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4. Meningkatkan langkah-langkah kerjasama yang
sudah ada pada tingkat nasional dan
internasional. Tujuannya guna memperkuat ikatan

antara kebijakag perdagangan dengan kebijakan
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kemajuan di bidang jasa. Laporan Group of Negotiations on
Services yang ditujukan kepada Trade Negotiation

Committee telah dianggap merupakan dasar penting bagi
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perundingan selanjutnya, termasuk tercapal pengertian
yang sama tentang statistik dan pengaturan-pengaturan
internasional serta disiplin.’

Diaturnya masalah perdagangan jasa oleh WTO

dilandasi oleh imbangan, sebagaimana
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7 Alfonso Samosir, SH. GATT — Uruguay Round: Dari Jenewa 1947
— Punta del Este 1986. Penataran Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum
Universitas Kathotlik Parahyangan. 19-25 Januari 1990 di Bandung,
hal. 122.

8 Munir Fuady, Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum Dari
WTO), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 83-84.
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4. Untuk meningkatkan kepentingan dari negara-
negara peserta WTO dengan perhatian khusus
terhadap kepentingan negara-negara berkembang.

5. Untuk meningkagkan partisipasi negara-negara
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9 Lihat laporan WTO dalam International Trade Statistics 2006:
World Trade in 2005 - Overview, Table 1.9: Share of goods and
commercial services in the total trade of selected regions and
economies tahun 2005, <http:www.wto.org>, diakses 22 November 2006.
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cepat daripada ekspor negara maju.° Dalam laporan World
Trade Report tahun 2005, disebutkan bahwa total
perdagangan (ekspor-import) jasa dunia pada tahun 2004

adalah sebesar USD 4.2  triliun. Angka  tersebut

menunjukkan terjas cpesar 16% dibandingkan

tahun 2§ = : ggara importir
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10

Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral

Departemen Luar Negeri, Persetujuan Bidang Jasa, op. cit., hal. 2.

11 Gusmardi Bustami, “Perkembangan Perundingan di Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO-World Trade Organization)”, Makalah
disampaikan dalam Workshop tentang Menyusun Posisi Pembangunan
Strategis Pada KTM VI di Hongkong, yang diselenggarakan oleh Forum

WTO, Jakarta, 5-6 September 2005, hal. 5.
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konstruksi, jJasa akuntansi, jJasa pertelevisian dan film,
dan jasa penyediaan pekerjaan.
Yang menarik dalam sektor jasa ini dan akan Penulis

bahas dalam skripsi inigadalah sektor jasa perbankan.

Sektor Jasa Perlsg oleh Penulis daripada
sektor-g i perbankan,
ama dari

a. Bank

1 mpat
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'Wonomian e sebagai satu
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12 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cet.1,

(Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 7.
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pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (lack of
funds) .3
Dewasa ini banyak bank di suatu negara tetapi juga

dalam berbagai bentuk begoperasi di negara lain. Inilah

yang disebut deg poasional. Multinational

banking mg 1 terminologi

“I 3 k rminologi
i n ok - .
s et §
Rank Der sl tau
\ multinasiondik scFti jilank yang mempunyal }ng
. J
~aef

atu 1 ya

asing. Dal ini

hanya bank  dciss Atau
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13 Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , cet. 4,

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. xi.
4 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-

Undang Tahun 1998, Buku Kesatu, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
1999), hal. 141.
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3. Kegiatan yang bersifat intergovernmental banking
atau public international banking, seperti
penyelesaian hutang-hutang internasional.

Namun, apa yang dicgpal melalui Putaran Uruguay dan

dampaknya belum 1 baik oleh sebagian

masyaralg Il g0 berkompeten
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ang_

e te gian
\terseut_ Apabila e , perundangunanga*ng
entay 1™ Ud esua s plan

tida el - dang ang
Lﬂ.lii"ghat

sehingga IW‘intah

anhghindari

tur matertg but maka har

2
'Wu ran peru

—

keny e UG Nz =awad =T ri hasil

Putaran "Utesgay . ; 1 [ an mengeluarkan
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ini, Pemerintah dan Bangsa Indonesia terikat untuk
menjalankan persetujuan pembentukan WTO serta
persetujuan-persetujuan lain dalam kerangka Putaran

Uruguay yang salah satunya adalah GATS.
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Sejak tanggal 15 April 1994 Indonesia telah membuka
akses pasar pada beberapa sektor jasa, termasuk pada
bidang sektor jasa perbankan, yang dinyatakan dalam

Schedule of Specific ommitments Indonesia.® Dalam

Schedule of Spe Indonesia tahun 1998

ini, te perbankan yang

piutang, dan pe

an 0%
tu kredit

wesel ban

maupun

agangan dalam
ka lam:

a. instrumen p

uang, termasuk cek, tagihan,

dan sertifikat deposito;

15 Schedule of Specific Commitments Indonesia tahun 1998 ini
(WTO Documents Number: GATS/SC/43/Suppl. 3 Tanggal 26 Februari 1998)
merupakan revisi dari Schedule of Specific Commitments Indonesia
pada tahun-tahun sebelumnya, lihat <http:www.wto.org>.
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b. perdagangan valuta asing;
c. Iinstrumen nilai tukar atau nilar suku bunga,
termasuk produk-produk seperti perjanjian

swap dan forwgrd; dan

d. Pertuls barga yang dikeluarkan

2 ( P ; jan dan
i O 'l ang dan
¥

adany® Edul e qnts

g-ung

w mengimple emp <3 penyediaareing
[

Wenam sub S tersebut,Wa ada
.‘-r-'"'f- ol (s -"'ﬂ\,il dhr bahkan
Ja nL{ 2 1\ i = 1‘.
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Jjasa asiiossata =S U i OF- ﬂie '
Berdasarran § v.i n e ut, dimana adanya
pembukaan akses pasar adap enam sub sektor jasa

perbankan yang perlu diimplementasikan dalam peraturan
perundang-undangan, maka Penulis tertarik untuk meneliti

tentang tinjauan yuridis peraturan perundang-undangan
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bidang Jasa perbankan sesuai Schedule of Specific

Commitments Indonesia sebagail implementasi GATS.

B. POKOK PERMASALAHAN

Dengan meliha . yang telah dikemukakan

berawal dari

L S

perbankan?

ndangan naw

laksanaan Ie of

‘fi ! 1“ hng jasa

®

Suatu penelitian % dasarnya memiliki tujuan umum

dan tujuan Kkhusus, demikian pula dengan skripsi 1iIni.
Tujuan umum dari penelitian ini adalah menelaah lebih

lanjut ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbankan
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terhadap liberalisasi yang telah dicanangkan di dalam
GATS.
Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan penjglasan mengenai ruang lingkup

Schedule pitments Indonesia dalam

ementasi dari

perundang-

pela

Indones
peratuf

o~
-
-

[ M kerangka yang

menggambarkan hubungan ra konsep-konsep khusus, yang
ingin atau akan diteliti. Suatu konsep sebetulnya bukan
merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi
merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala

itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep
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merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam
fakta tersebut.
Kerangka konsepsional adalah pedoman yang lebih

konkrit dari suatu teorp, Oleh karena itu, guna tidak

menimbulkan kerans phasan skripsi ini, maka

adap definisi

Penulis J ¢ 1
a L)
amiz @ . , PalR j asa

ban

mempunyail ni
Al kUG, Do

an dana

ekurangan

npunyal peranan

perantara keuangan

masyarakat (fi al intermediary).”

1 perpustakaan Nasional, Kamus Hukum Ekonomi Elips, (Jakarta,
PROYEK ELIPS, 1997), hal. 149.
17 Muhammad Djumhana, op. cit., hal. 77.
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3. Perbankan adalah:'®
”Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara

dan proses dalam melaksanakan kegiatan

usahanya

Ha ] dari

- 0 | i ] dan

TRA ap- e ntuk

pent falam

) in 4@raft hidup rakyat ban ”
.Illll 5. e llll"

-’
~aeff

ag iatan ara

atd berdasark sip
[

memb e jasa

annya

amgsung bertanggung
Eat bank yang

8 Indonesia, Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998,
LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 1.

19 1bid., Pasal 1 angka 2.

20 1pid., Pasal 1 angka 3.

21 1bid., Pasal 1 angka 19.
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bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang
jelas di mana kantor cabang tersebut melakukan
usahanya.”

7. Measure adalah:??

“Aturan—; at oleh suatu Anggota,

g, peraturan,

Ieputusan

profesiona tersuiFdidalamnya yang

ilan,

22 GATS,

2% 1bid., Pasal
24

X |
adalah seluruh badan hukum vyang didirikan atau dijalankan

Berdasarkan Pasal huruf (1) GATS, juridical person
berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik
bertujuan mencari keuntungan atau tidak, dan baik dimiliki oleh
swasta atau pemerintah, termasuk seluruh perusahaan korporasi,
perserikatan, persekutuan perdata, joint venture, Kkepemilikan
tunggal atau asosiasi.
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di dalam wilayah satu Anggota yang bertujuan
untuk menyediakan jasa.”
9. Sektor suatu jasa adalah:

‘(1) satu atay lebih atau seluruh sub-sektor

dibuka aksesnya oleh

e of Specific

‘ = : ’dlbuka
ti a ) 9 AKUR® It

VIETODE PENELITIARN

etodg 1 pkaan
wls normatijeai yang mengaw
2
a upaya an dan pe dalam

pg ‘, asykat yang

aR e, of: eac : khususnya

dalam % 0 .—' enaan dengan
perbankarv }v a dllakukan dengan
melakukan studi dokun® dengan menelaah bahan-bahan
kepustakaan.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan

adalah metode penelitian kepustakaan, maka kegiatan yang

dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pengumpulan
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data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh
melalui studi kepustakaan yang meliputi:
1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mencakup

ketentuan perundangzundangan yang mengikat.?® Dalam

hal 1ni terg internasional misalnya

GA yang mengatur

iperoleh
yang
\ penjelasan ' terhadap Bahan }
Prig - 5L 1

>d WATS Cl
ks yang berk
[
artikel yang

T 9 rmab'mengenal

3. Balld gRUN ﬁr r R i ﬂi\ al #RUN yang memberi
petunj m Nigl ™ 'g : adap bahan hukum

primer dan sekurf® yang dalam hal ini akan

2> gSoerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat, cet.3, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal.
14-15.

26 1bid., hal. 14-15.
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dipergunakan kamus.?’ Bahan hukum tersier ini
seperti kamus hukum dan kamus ekonomi.
Analisis terhadap data sekunder yang diperoleh akan

dilakukan dengan cara anglisis kualitatit yang kemudian

akan dipaparkan benulisan dengan tipe

penull 1S3

F n h
5 ! o [ i erta

acnul i FIrseh

sistematika penuli kg@tidian akan dibags

Y3

bal o a

athbe lakang

peny o il pnelitian,
kerangka T all ,il i o atika penulisan
skripsi inr. v X

Bab kedua, mengurXsm#n tentang tinjauan umum dari

GATS, seperti GATS sebagai salah satu kesepakatan dalam
kerangka WTO, prinsip-prinsip umum, ruang lingkup, dan

pengecual ian-pengecualian dalam GATS.

27 1bid.
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Bab ketiga, menguraikan tentang Schedule of Specific
Commitments Indonesia dalam bidang jasa perbankan, dimana
akan drawalt dengan menguraikan tentang liberalisasi

bertahap dalam kerangka GATS sebagail landasan perdagangan

bebas dalam bidayg ) akan dibahas mengenai

Q

Schedulg of Supplies

ya : ‘ engertian
N3 u = ' } : P
_ = o
\seagal Penerapan WIS
g 1 _epiSle HEL 'O
Ferban pla 5 cC O ts

esia dalam dal 3 pcEnkan deng of
2 B

tersebut H‘
— N Jae tub’domestik

izl ndonesia.
Dalam bap ii? d “ I na geTigaturan bidang
jasa perban 4 v |Fakan dibahas pula
mengenai ketentuan di

Bhiesia terkait dengan Schedule

of Specific Commitments Indonesia di bidang jJjasa
perbankan terkait dengan modes of supply yang ada dalam

GATS. Selanjutnya akan dibahas mengenai tinjauan yuridis
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atas peraturan perundang-undangan bidang jJasa perbankan
di Indonesia dengan SOC Indonesia bidang jasa perbankan.
Bab Kelima menguraikan tentang kesimpulan dan saran

Penulis dari penulisan skripsi iIni.

(N2
> <
< s

e -
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AG

(N2
">, <

Generg Roreement 0 Se S Sebag

W atan D83

‘H Perundinga
dilakukﬁ 7 7

Uruguay ST s (5 ) TR FS AV o V2T rbaikan

28 Sebelum !&4 % J B gsmantara tahun 1986-

1994, rangkaian perunding g iberasi perdagangan telah
dimulai sejak tahun 1947 (Konferensit GATT tahun 1947), yang kemudian
diikuti dengan Perundingan Annecy tahun 1949, Perundingan Torquay tahun
1950-1951, Perundingan Jenewa tahun 1955-1956, Putaran Dillon tahun
1960-1961, Putaran Kennedy tahun 1964-1967, dan Putaran Tokyo tahun
1973-1979. Sekarang ini juga berlangsung Putaran Doha yang dimulai dari

tahun 2000.

Organiz¥
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kelembagaan GATT dalam rubrik perundingan Functioning of
the GATT System yang nantina akan menjadi cikal bakal
terbentuknya World Trade Organization (WTQ).?

Perundingan dalam Putaran Uruguay membahas 15 topik

utama. Perundingan tersgl an sebagail suatu paket

yang integra : Biga suatu topik

gagal

J Mmarnr

i O

bendupngenroteld

Pentuk:

Penur v Pa !
Penghap ) €5 e hambatan nd

Penghapu el hambata H
7 S Sy

= g s = TN AT a1 B = ami=s=Ta erhadap

Wa alam atau

dg

natural

2% H.S. Kartadjoemena, GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round, (Jakarta:
Ul-Press, 1997), hal. 299.
%0 1bid., hal. 37-38.
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4. Penataan kembali aturan permainan di bidang
tekstil dan pakaitan jadi agar lebih menunjang
perdagangan yang lebih bebas dan lebih adil dan

sesuai dengan aturan permainan yang berlaku

dalam GATT;
g perdagangan

ng banyak

P tasan
eq
ran GA r B
3 BK - menms
T  yang ruses  ters
salahguns melg

erpreta al dan
belmbang se B s M- o kecil

‘iqrta kepent ¥on negara LH
i

ada ad

muda

Pe

2. Safeguarey hwﬁﬂﬁ n turan mengenail hak

untuk membatasi mpor dalam keadaan darurat

31 Lihat makalah Dian Ediana Rae yang berjudul “Pengantar Singkat
World Trade Organization” dalam Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas
Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya di Jakarta
tanggal 15 September 2004, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005),
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walaupun impor dilakukan sesuai aturan permainan
GATT;
3. Perbaikan dalam aturan yang disetujui dalam

Tokyo Round (1973-1979) tetapi masih dalam

bentuk code a mengikat negara-negara
Vo mencerminkan

guay Round

Parangny’®

ntuan engenai safegua

tersef gouar®
gentara r 1 lakukan e
Bda si di

Monya peningRaly imp

lause” yang nung = . pnggota tertd

menghititarg kewajibann 1’5 d Tujuan darg Keternguan
saf“ i adalah un®s 5;.‘..-_,. diderita H;ara
tertenJiba T ong . masb serius
akibat iImpor: 'f"{ mene reeroyg S gflal- Dbeban akan

disebarH = lllhuumwmﬂuuﬂﬂ‘“‘ tersebut
melakukan r erhad s i tua kompetisi

internasional i @ rv. Sesuai dengan
sifatnya vyang ° m “ le hh a harus bersifat
sementara dan mendukung R o[=TH Bi an tidak dapat digunakan
untuk alat perlindungan jangka panjang. Safeguard seperti halnya Most-
Favoured Nation Treatment (MFN) merupakan salah satu prinsip
perdagangan internasional yang penting. MFN menimbulkan akibat
terjadinya pemerataan manfaat (sharing benefits) diantara semua anggota
WTO, sementara dalam hal Safeguard dimaksudkan untuk pembagian beban

(sharing burdens).
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sehingga dapat disetujui oleh semua pihak
peserta perundingan;
4. Subsidies and counterveiling measures®?, salah

satu aturan yang dirumuskan dalam bentuk code

hasil Tokyo memer lukan perundingan

k BaNnya;

ran dalam

t

ntuk me

10mpa RErru gena
GATT tem.

akala 54. D

e f

ni  bahwa 13 ang dibe

an suatu Nega i ] eksportir Sﬂ

kibatkan p{ J et ) h didalam gan
inte dan oleh 7 3 ﬁ;,h._.,- rdagangan S H
subsudJ A pablla

adi TR tah
terdapat duku ﬁo E. support) dan

bila ko
ekspor® A dapa r ®bsidi yaitu

cmbagaan

fnsimins o L erasd EEIAET 5 produksi

atau

subsidi yang subsisdi yang

i (pe v yang diperbolehkan
adalah:

diperbolehkan
1. subsidi yang bersifat umu yaitu tidak ditujukan kepada

perusahaan tertentu (industrial units) atau industri tertentu
(various industrial sectors); dan

2. subsidi, yang walaupun spesifik, dimaksudkan untuk penelitian,
atau pengembangan wilayah yang terbelakang (disadvantaged) atau
untuk tujuan lingkungan.
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d. Perundingan di bidang-bidang baru atau new issues
yang terdiri dari tiga bidang, yaitu:
1. Trade iIn services, yang tujuannya adalah untuk

merumuskan aturan permainan di bidang

perdagangan i
- T (I 3 g L Wec tual property

- D

untuk

d . P atas
- i ol
againya;
pre-re i |1 me easu
tindgleal danRebiJaan e bidang "y 1

g mempu adap pe ghgan dus

yang FI g disip

kebi j akJeng D i investa

i menimbul erdagangan‘
Dalgg 4§5i? y

perj an i ey g - BT TR 5 p 1w VTS dirikan

menjadi

Mulltilateral i 2 iib : casudian diubah

namanya menjadi =W e f tion (WTO) sebagai

pengganti GATT.*® Pada tanggar 15 April 1994 di Marrakesh

akhirnya ditandatangani “the Final Act Embodying the

%% H.S. Kartadjoemena, GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round, Op. cit.,
hal. 299.
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Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade
Negotiations”. Pada paragraf pertama The Final Act
Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral

Trade Negotiations disebutkan bahwa perwakilan-perwakilan

negara dan Komunitas Ergg dari Komite Perundingan
Perdagangan, ¢ ., 2Nk hasil dari

Perundinga guay Yyang

.itukan
W F e Agreeme

merupg

pakan sa tepa®
dari : 3 L ¥ the
- 35 - -
ion. GA , i anjian J

mul“"al pertamé 1 mengatur piU
dalam bTdang ﬁ : ah satu
#

keberhd =l | TS RS o kannya

a i Wtujuan yang

o g dan hak milik

0

Perundingan

dicapai di bidan

34 paragraf Pertama Final Ac bodying the Results of the Uruguay
Round of Multilateral Trade Negotiations tanggal 15 April 1994.

35 Lihat The Agreement Establishing the World Trade Organization
tanggal 15 April 1994.

% GATS Training Module, <http://www.wto.org>, diakses pada 12

Februari 2007.
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intelektual vyang berkaitan dengan perdagangan (TRIPS).
Persetujuan yang dicapail di bidang perdagangan jasa ini
dinilai sebagai salah satu prestasi utama dari diplomasi

perdagangan multilateral karena berhasil menggiring

perdagangan jasa Yyang L s dan kompleks ke dalam
suatu pengatu

Semua 3 ] an GATS dan

latur
a e@@ara
F perdagan
flena eb
! yajterhagaa, perda

pbangu

greement on

-

dikenal

rupakan

37 Adolf Warrouw, GA onal: Masalah Rekonsiliasi
Dua Tujuan dan Kepentingan, Arti dalam Jurnal Hukum Internasional
Volume 3 No. 4 Juli 2006, (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum
Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 553.

%8 GATS Training Module, Op. cit.

% palam GATT dikenal 6 (enam) prinsip, yaitu Most-Favoured

Nations Treatment, National Treatment, Transparency, Elimination of
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1. Most-Favoured Nations Treatment (MFN)
Di dalam GATS, Most-Favoured Nations Treatment (MFN)

diatur dalam Bagian Il mengenal Kewajiban Umum yaitu Pasal

Il ayat 1 yang mengatu il ap Anggota harus dengan

segera dan an yang tidak

berbeda kg jari negara

lainn 1 : t egara
Anglo , . tigdak
s i yang di ayat 1 . AN
poecual i

adalah
bang menandg

WOH de Organi

C0 1 J ars Bebut ™o )

persya an rcantas dalam

= dimart® 4
t Establi e

ikan perl Mang

asal 11.

Sama Padg ruh F O gbe ) '%h nia mitra
dagang i T s T ETAV M (G e 2T SHF/a jasa

dan pemasok% ap*‘

3 a WTo0.* MFN
berarti memperlaku g itra dagang dengan

Quantitative Restrictions, Restriction to Safeguard the Balance of

Payment, dan Special and Differential Treatment.

40 Understanding the WTO: The Agreements, <http://www.wto.org>,
diakses pada 12 Februari 2007.

41 1bid.
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perlakuan yang sama. Apabila suatu negara Anggota
memberikan konsesi kepada suatu negara Anggota lainnya,
maka konsesi tersebut harus diberikan pula kepada negara

Anggota lain tanpa diskriminasi.*?

Dalam pelaksanaan aalehkan untuk mengadakan

pengecualian Syarat-syarat

pengecualig prticle 11

Exemp : 3 ¥ 11

megh '

1 am I mengatt " , an diman A a
. dar eWa j uar oM

1) padoamaat DEYakEy o BECr jantagy CATS.

gecual 11 ) diters 0

Setiapg

hi the

nya T

ization

ha : noé o]ﬂ. ctentuan da

, Op. Cit.,

4 Lihat Anne!!r e o Iar!!.
( €

4 pasal IX ayat t ablishing the World Trade

Organization mensyaratkan bahwa mohonan pengecualian MFN tersebut
harus dimasukan kepada Council for Trade in Services untuk melakukan
pertimbangan dalam suatu jangka waktu yang tidak melebihi 90 hari. Pada
akhir jangka waktu tersebut, Council for Trade 1in Services harus
memberikan laporan mengenai pertimbangannya dalam Konferensi Tingkat

Menteri.
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3. Council for Trade in Services®* harus meninjau seluruh
pengecualian yang diberikan dalam jangka waktu lebih
dari 5 (lima) tahun. Peninjauan pertama kali harus

dilakukan tidak Hlebih dari 5 (lima) tahun setelah

berlakunya Perjanjiag
4. Council fgs an peninjauan

harus:

ekalr "o

Conference memi enagn untuk mengambjl kepus

masg g terf ENg Mu L Trade

1an Da( e olE i dalam diminta

arkan gtU - engamb

Jjanjian v peTaksanaan

dan putusgy ang Ministerial e

' @
secara reguler diawas -!! Dewan Umum) a0 uga
ber“ bagai Disput™—gs men Penyelesai mta)
serta Jingsi ‘ Sy adan“gkajian
; . Y

Kebijakan PeitiEgsn o3 dewan-dewan

subside 5 =~ Barang),

Council fo @eTVices 3 [ g Jasa) dan

Council for roperty Rights

ng ‘I ,, S kaM Intelektual) yang
a an

pelaksanaan perjanjian-

(Dewan Perdaganga
masing-masing bertugas
perjanjian yang menyangkut dewan "masing-masing tersebut. Selain itu,
Ministerial Conference juga membentuk Committee on Trade and
Development (Komite Perdagangan dan Pembangunan), Committee on Balance
of Payment Restrictions (Komite Pembatasan Neraca Pembayaran) dan
Committee on Budget, Finance and Administration (Komite Anggaran

Keuangan dan Administrasi.

34

Tinjauan yuridis..., Fransiscus Rodyanto, FH Ul, 2008



a. Memeriksa apakah kondisi yang mengakibatkan
dibuatnya pengecualian masih ada atau tidak; dan
b. Menentukan tanggal untuk pengkajian ulang

selanjutnya.

5. Pengecualian suatu g ari kewajibannya sesuai

dengan Pg ATS mengenai

tindakg q SU4 g tercantum

melebil R U 10 (SN

P _ - ISR neg as

ualian gt harufimclilad gokok ganbicara

Pada perakhit u . pengee

Wa har
bces bahwa ol A bnsisten yJ

'U telah di yang Ses
Pa#l f;f i‘\

DERG- aralp o BN TN | 1y e = L=V v

Anggota
dimungkinkanwailang lebih baik
atas suatu sektor J | -.;. u beberapa Anggota
dibandingkan dengan vyang dfpPerikan kepada Anggota lain
sepanjang Anggota lain tersebut diperlakukan minimal sama

atau tidak lebih buruk dari komitmen yang diberikan atas
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suatu jasa sebagaimana tercantum dalam Schedule of Specific

Commitments masing-masing Anggota.

2. National Treatment

Di dalam GATS, Nati gtfment diatur dalam Pasal
XVIEL  dimana el S gfa diwajibkan

memper laku g lain sama

denga ] etika
pegk ' U= Olg ki ke
S F~ maka g diSK U
DE T DO AN T pemg

k/penyegda jasimio ti

dala
Apabi suatu

peNy

eKtor te

membuat ghedule

N e, . B S0</pe

as tuk masuk Clgi (R joasa maka u
Nat‘uI Treatment® » ment  tid Upat
diterapgn ﬁ sua 42 g ‘ro*‘ . 'mu! dalam

Schedu . AW amm a1 P TTTEY AN g = T FCaetiL e of
Specific C . ﬁ L adocLiadchkan  untuk
membuat pengecualia uf kﬁﬂﬁﬁ! S i ional Treatment.?’

4 Lihat Pasal XVIl GATS
4" Fasradi Satriawan, “Penerapan Perjanjian Internasional di

Bidang Perdagangan Jasa Terhadap Ketentuan Usaha Perasuransian di
Indonesia (Tinjauan Terhadap Schedule of Specific Commitments Indonesia
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3. Transparansi
Transparansi diatur dalam Pasal 111 GATS yang mengatur
bahwa semua Anggota wajib untuk mempublikasikan semua

peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan, serta

semua keputusan dan ; ang dikeluarkan oleh
Pemerintah Pys ' i ' ang memiliki
dampak p3g a setelah

»,

perat
C

£ 'nadap s

3 ang lakutaug peraca
aru. vagd bercpg palfa peLgadangan

39 sehg ana  ter e T o 4 chedul &

e £
y
i ade on

S. SemUs dirika

quiry Point hgal pusat

yan ediakan i v
mengena' se ﬁ" oEns e N B bijakan

pemer i ' TV st n-m T VAR TR O[5 m w2 = s 3 Setiap

Anggota vvajW - =Ty g lambat dua

tahun sejak berlaku etiap Anggota dapat

menyampaikan kepada The Cdtticil for Trade on Services

dalam General Agreement on Trade iIn Services),” (Tesis Magister Hukum
Universitas Indonesia, 2005), hal. 20.

4 Lihat Pasal 111 GATS

4 Lihat Pasal 111 ayat (4) GATS
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mengenai tindakan yang diambil oleh Anggota Hlainnya yang
dapat dianggap mempengaruhi berlakunya GATS.®° Indonesia
belum memiliki enquiry point sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan GATS. Bank Indonesia telah membentuk enquiry

point namun belum dino ke WTO. Dengan demikian,
adah memberikan

pat dimana

untuk sektor-
komitmen
egara
)
dengan ROl p ggota yan

cr 1Nt ndo

a mera ‘e

b-perat

mengymu pberaty

gFeur dal?d

| i B Lo ra, Ta

fu Berit : i Se lah me

dg<Jki 2 tur seca

d. Hal !
:‘ﬁ bkan ™ kepada

masing T S P TSN B = am s T sistem
hukum yang dwf -,‘
%0 Understanding the WTO: The Agreements, op. cit.
51 Adof Warrouw, Op. cit., hal. 564.
52 Fasradi Satriawan, Op. cit., hal. 21-22.
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C. Ruang Lingkup General Agreement on Trade in Services
GATS merupakan suatu terobosan baru [liberalisasi
perdagangan dunia melalui pengaturan multilateral di bidang

perdagangan jasa. Sebelum berlakunya GATS, pengaturan

mengenai perdagangan j 00 berdasarkan ukuran

konvensional

i 1 ) dari nilai
perdaganga 3 tlak dari
masin : ok b irasi
tu . o vy tu
u an siste -

ag il
dan Ay
yang gl f diag

Pn-diskri 1ngkatka

Insip

an mel 3. i J ang mel

me 1kan pe WO mbangunan

|ibu i bertahap¥ v
gt ﬁ’. G/ - | :i‘?-“_ 'n(M] yang

mempuny TVt tm ] (O HETAFETATA oL il == 2 ndakan

> An Introdum | .- # L -._ ).org>, diakses pada

12 Februari 2007.

5 The General Agreement on ade iIn Services (GATS): Objectives,
Coverage and Disciplines, <http://www.wto.org>, diakses pada 12

Februari 2007.
55

Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan perdagangan jJasa berdasarkan
tujuan Perjanjian GATS adalah sebagai penyediaan suatu jasa:
a. dari wilayah suatu Anggota masuk ke dalam wilayah Anggota lainnya;
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yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan badan non
pemerintah yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat maupun
Daerah. Pasal XXVIIlI mendefinisikan tindakan ini sebagail

tindakan atau kebijakan yang tertuang baik dalam bentuk

undang-undang, peraturgg keputusan, tindakan
atau kebi jakzasd i : i indakan atau

kebi jakan perdagangan

S —
3 il; 42 jasH
C i keberadaan suatu Anggo | m
e [
: yEr Anggota la 2 °
d. jberikan seca™ F\‘._,J negara suat Uﬂ di
dadila ’,ﬁ' "\" lh'
5 pasa 3 g’ > elp .‘L " ATS mencakup

service oL Terghes : T v aan jasa

dalam kegi® > d ualan, dan

i 1B pe
L a V}JMlaskan bahwa yang

o]e exercise of governmental

penyerahan jasa

57 An

Dalam

dimaksud sebagai service

authority mencakup:

a. kegiatan oleh Bank Sentral atau otoritas moneter;

b. pengelolaan social security atau dana pensiun; dan

c. kegiatan oleh badan publik yang didanai oleh Pemerintah yang tidak
dilaksanakan dalam rangka komersial maupun kompetisi dengan

supplier lainnya.

40

Tinjauan yuridis..., Fransiscus Rodyanto, FH Ul, 2008



bidang jJasa yang terkait langsung dengan pelaksanaan lalu

lintas udara tersebut.®®

D. Pengecualian Dalam General Agreement on Trade in

Services.

Yang dimg 3 kesepakatan
seluruh A ketentuan-
keten yang

ipCY "
Ekonom 5 ¥ omic Int

i 1an verclme st 1

tara @

ataug el ¥ gota

dengan P

Termas J it U juan

aga Kée
‘reements Pas’
H k melaran , mtuk menja Mota
ﬁ: . 4";;:' g - :‘ﬁ e& penuh

b "=Varzro s Wl Y A gy e v S
R T @ N\

g ‘}

%8 Diatur dalam Annex on Air Transport Services.
59

0 = ets

a Persetu

Anggota

Zulkarnaen Sitompul dalam artikelnya yang berjudul Putaran
Uruguay dan Perdagangan Jasa dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor
4 Tahun XXV, Agustus 1995, hal. 352, menjelaskan bahwa ketentuan

mengenai Economic Integration sebenarnya merupakan tindakan
diskriminasi atau penyimpangan terhadap prinsip MFN . Namun,
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2. Monopoli dan Perusahaan Jasa Eksklusif (Monopolies
and Exclusive Service Suppliers) (Pasal VIII),
dimungkinkan adanya  monopoli dan eksklusifitas

pemasok atau penyedia jasa tertentu dalam suatu

negara. Namun bagi setiap negara
dipersyg ” ; OV Wllee. ONnopoll  dan

eks kewaj iban

oF

B LI O

perdagagg dan sem® d supply atuk - meme

BN Ini pl1an

Mlap setiap i : g cnmgan  demikia o

olehkan ada (market sha o]

p or-
b. Hﬂengeliminam Aatar ) ; gENntuk diskrin Halam
peJan il ol .."\.\- X\Mengenai
national fJ ol }. [ y L P semua sektor
seb Biiien | O AAIERESTITT O AR

(i) uK™o ¥ang sekarang

e!- diskriminasi atau

at berlakunya Perjanjian

an perjanjid Rk tg L cakup satu s

(i1) Larangan
diskriminasi
Perdagangan Regional atal dalam kerangka waktu yang memadai

(reasonable), kecuali untuk  tindakan (measures) yang

diijinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Xl tentang

Payments and Tranfers, Pasal XIl tentang Restrictions to

Safeguards the Balance of Payments, Pasal XIV tentang General

Exceptions, dan Pasal X1V tentang Security Exceptions.
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3. Tindakan Pengamanan Darurat atau Emergency Safeguard
Measures (Pasal X), bahwa perlu adanya negosiasi
multilateral mengenai tindakan-tindakan pengamanan

darurat yang didasarkan pada prinsip-prinsip non

diskriminatift yapd gkiikan selambat-lambatnya

tiga tgi pian Pendirian

WTO.
..lllll'rék berlg a

Flasan pe
bs

‘i X1, e, ¥ on Seriusﬂdap
!rac a: o ara {6 0 u-:'-h uaFn

s, N Bty i o V0 VTR 2] o= wrx~=TF pol-.0angan

Jjasa S.Cl s g mana negara
telah membua M }m dilakukan dalam

rangka pengembangan "©rRonomi dan proses transisi

apan hasil

ubahan ™ ebut.

Patasan 5 ' B Pcmbay™

trictions wWhERclance of s

egeri,

ekonomi . Pembatasan tersebut adalah sebagai berikut:
a. tidak boleh melakukan diskriminasi antar negara

Anggota;
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b. konsisten dengan anggaran dasar IMF;
Cc. mencegah timbulnya kerugian yang tidak
diperlukan terhadap kepentingan komersial,

ekonomi, dan keuangan dari Anggota;

d. tidak melebjl yang diperlukan untuk

g Y asebutkan pada

itas

untuk p 2

AN : terscs

g untuk m@ ol

ap pembat Uang
hﬁﬁi. l!&!ﬁt

TR . R WY A GVETR F5 ] g = # TR TETF lakukan

Dembatw Q @
Pembatasan Ne% W

6. Pengecualian Umum ata® General Exceptions (Pasal

Umum

engan Komisi

X1V). Perjanjian GATS tidak mengecualikan suatu
Anggota untuk memberlakukan tindakan-tindakan dibawah

ini dengan syarat bahwa tindakan-tindakan tersebut

44

Tinjauan yuridis..., Fransiscus Rodyanto, FH Ul, 2008



tidak diberlakukan untuk tindakan diskriminatif atau
pembatasan terselubung pada perdagangan internasional
bidang jasa. Tindakan-tindakan tersebut adalah:

a. tindakan yang diperlukan untuk melindungi moral

atau kepentipg

adap uncm

" 103 g
termaguide hal-T 2rhubyggan deng

mel indungi

atang, dan

penceq e ik § i praktik pouan g
engata

m perjanjia
2.

dan

ahasia priwlam
“ﬁlu sesa

O dan

an rekening

3. kepentingan R€amanan.
7. Pengecualian Keamanan atau Security Exceptions (Pasal
X1V bis), ketentuan dalam persetujuan ini tidak dapat

ditafsirkan:
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a. mewajibkan negara untuk menyerahkan informasi
yang bertentangan dengan kepentingan keamanan;
b. mencegah suatu negara mengambil tindakan untuk

melindungi kepentingan keamanan;

Cc. mencegah neggzd gengambil tindakan sesuai

degd

kmaian dan
L “ Vo J A
akan yaro M kaitan d r D)
Rtas war
Q. tersdmit

nited Nations

C

—

-~
b/

-_ N
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> .

beralisasi

pr eralization)

M hambatan dan

Pengurangan hambatan dan

merupakan'

pembatasan terhadap sk

pempatasan ternadap akses pasar ditempun dengan rangkaian

8 Understanding the WTO: The Agreements. Op. cit.
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putaran negosiasi (successive rounds of negotiation).®
Putaran Uruguay atau Uruguay Round yang dilakukan antara

tahun 1986 hingga 1994 mgaabakan langkah awal liberalisasi

bertahap dalam pg glam perundingan Putaran
Uruguay i S Rbagil substansi
ke gl ; S 1%Ng barang

S nta del

Ca nama

tuk

gervices), yang

perja

asi Punta -g lerintah ata

bukan seb ies dari G :

hsar yang

dengan

62 H.S. Kartadjoemena, GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round, Op.
Cit., hal. 233-234.

83 James Hodge, Liberalization of Trade in Services in Developing
Countries, artikel dalam Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas
Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya di Jakarta
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awalnya, liberalisasi perdagangan merupakan konsep yang
mendukung perdagangan barang dimana liberalisasi mencakup

pengurangan tarif.®%

Liberalisasi jasa dilakukan secara

an dihasilkan

bertahapg ;
gl secara
dipakai

perdagangar

neflal i@ses

keb fnal

memperhatilgan gl <ot

r bangan (4 tiap negawota_%
tarﬁ 15 A e y - e i n“m, 2005),

hal . 1 i’"

65 TINER i asi dan Hambatan

atgonal policy

dalam Sist dalam Transaksi

Perdagangan Intern katan Lokakarya Terbatas
Masalah-Masalah Kepaili a ukum Bisnis Lainnya, (Jakarta:
Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hal. 84.

66  Adolf Warrouw, GATS dan Regulasi Nasional: Masalah
Rekonsiliasi Dua Tujuan dan Kepentingan, Artikel dalam Jurnal Hukum
Internasional Volume 3 Nomor 4, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum
Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 553.
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GATS mengintegrasikan regulasi nasional sebagai bagian dari
proses liberalisasi yang ditempuh oleh negara-negara

anggota. Tujuan pokoknya_glalah agar negara-negara membuat

atau mengembangkay pestik yang ramah pasar,

tidak mg 1 gak perlu bagi

i)-67

okus dalam I1i®

almsi JFcrletak pada
saag ; ‘ : ofe

ya Y3 2k ¢ a buka

ung

regulasi Pem asan-pembatggan sih

Wecara
basi yang

mitmen di

pewwolehkan d kasi ada

WTO. ang

dikomi tme‘rv

sepihak yaitu adan

s dari yang
ralisasi secara
u jasa ritel yang dibuka
secara sepihak olenh 1indonesia tanpa melalul kKomitmen di

WTO. Hal ini tidak bertentangan dengan GATS. Komitmen di

5 1bid., hal. 554.
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WTO bersifat fleksibel, dimana kalau dicabut tidak akan
bermasalah di WTO.®8

Dengan dilakukannya gldberalisasi bertahap diharapkan

pembatasan-pembatg es pasar (limitation on
market g - { gonal treatment

um dalam
a bertahap

L1 ke

negg

ingan mer,

i
Wtungkan S z

secay ana
eamble dan Pasa X ATS
e g 2, ‘ asi

meq."bruh =

N

Dal o 2naan ' A 248  beberapa

hal ya™ ati alton

1. me” . |Mal dan tingkat

perkembangan da 20 anggota. Harus ada

68 Adolf Warrouw, GATS, Prinsip Non Diskriminasi dan Hambatan

dalam Sistem Perdagangan Internasional, Op. cit., hal. 84.
% Understanding the WTO: The Agreements. Op. cit.
° 1bid.
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fleksibilitas yang sesuali bagi negara berkembang
untuk membuka lebih sedikit sektor, meliberalisasi

lebih sedikit jega transaksi, memperluas akses

pasar bagi g secara bertahap sesuai
dg : menetapkan
penyedia

ud pada

US r ) = o v . rUh

berdasarkay jasa kan

dinegosias gan tujua arky GATS,

o

GATS menyatakan

=19 pa pe
\ pedoman dan egosiasi. I ik
peg ces
71

- v D
e !

Us
terkailt den '
(a) meningkatkan L W‘

persaingannya mel

o™

I
i nia harus
.*a d 2 mmiegosiasikan yang

bah 1

difasilitc

beserta efisiensi dan

. n
O
e dap teknologi yang berbasis

komersil;

(b) meningkatkan akses negara berkembang terhadap jalur distribusi dan
jaringan informasi; dan

(c) liberalisasi akses ©pasar pada sektor-sektor dan moda-moda
penawaran eksport.
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termasuk tujuan yang diatur dalam Pasal IV ayat (1)
GATS. Pedoman negosiasi Ini harus menjadi dasar

keberlakuan liberg asi perdagangan vyang telah

diambil seg : anggota-anggota pada

di dasar atas

‘ ng g belum
a z asal 1V
N |

alis3 rtahgs

P

putarad

u

gara ol bera

ya L oleh anggogta-
e

o

khusus

GATS."®

-
-

mengatur bahwa
prioritas k
(2) GATS harus dib

Pertimbangan khusus

ayat (1) dan ayat
ota yang belum berkembang.
negara anggota yang belum
berkembang untuk menerima komitmen Kkhusus yang dinegosiasikan perlu
diberikan dengan menilai pada situasi ekonomi khusus dan kebutuhan akan
perlunya kebutuhan pembangunan, perdagangan dan keuangan negara anggota
yang belum berkembang tersebut.
™ pasal XIX ayat (4) GATS.
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B. Schedule of Specific Commitments dan Modes of Supplies

B.1. Schedule of Specifi gmmitments

GATS memuat d ban bagi negara anggota.

Pertama d] P (3 angsung kepada
ok Favoured

C mitments

2005 g llig

akgs SSs)

A 2 | :Elllllli es

J a pta | uti

t n perundi L te (successiv ro of
L W

' : Am  Pasal X t (O

Wation) sell

tedg i..u - p . _--Ls,‘ d rangka
merugga L ’(“ en aNQ 91 -ﬂl 2 Pasal XVI

(mengem ' meng #1 treatment),
£\

k a dinyatakan oleh suatu

dan XVII1I

Suatu komitmen

anggota dalam services scheduie atau lebin dikenal dengan

* The General Agreement on Trade in Services (GATS): Objectives,

Coverage and Disciplines, Op. cit.
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sebutan schedule of specific commitments (SOC) merupakan
pernyataan anggota tersebut untuk menyediakan akses pasar

dan menerapkan prinsip ngiaonal treatment terhadap seluruh

aktivitas penyedi gnitmenkan sesuail dengan

ketentus OC tersebut.”
tersebut
C sesual

muat

ara

hla Ol lap

ggota memp sepenuhnya

ktor yang lain. ggo

Jg _. Al oo wor s

= pembatasan

aturan atau

® “Guide to reading the GATS schedules of specific commitments

and the list of article | (MFN) exemptions,”

http://www._wto.org/English/tratop _e/serv_e/guidel e.htm, 10 Maret 2007.
6 1bid.
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pembatasan tersebut dinyatakan secara tegas dalam SOC-
nya:’’

a. pembatasan jumlahgmenyedia jasa, baik dalam bentuk

kuota, mg jasa eksklusit atau

F JAf

i W : transaksi
et tan tes
() ) T (s )

teris tota

atau total hsS asa yang diberrtka lam

ono

pembatasaj

mlah tenagw

atau ngkin

angvhubungan

tu dalam

dibutuhkd

dipg

-
o

kebutuhan

Persyaratan tes kebutuhan ekonomi adalah suatu persyaratan

T pasal XVI ayat
78

yang ditetapkan oleh suatu anggota terhadap suatu sektor yang dibukanya
dimana penyediaan jasa asing terhadap sektor tersebut harus disesuaikan
dengan kebutuhan akan suatu jasa di wilayah anggota. Kebutuhan akan
jJasa tersebut harus termuat dalam SOC negara tersebut.
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e. aturan yang melarang atau mempersyaratkan tipe
tertentu badan hukum atau usaha patungan ((Joint

venture) dari penyggda jasa; dan

T.

pembatasa gse maksimum partisipasi

am  atau total

r ( .
u ~1g) ‘ , ~ tidak
0 it lg : I bagi
I gomes

Bnal | cke 1 Bad sal

wl I, mengena yang terdiiga

at, yaitu: v
Da 5 q, ! r SOC,bn tunduk

D o S el tercantum

anues 2 memberikan

pe xM/penyedia jasa
s

&)
| o

diberikan ternadap jasa dan pemasok/penyedia jasa

dari negar dengan perlakuan yang

yang Dberasal dari negaranya sendiri, dengan

7® “GATS Training Module,” Op. cit.
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memperhatikan seluruh aturan yang mempengaruhi
pasokan jasa.

(2) Anggota dapat meggwiihi persyaratan pada ayat (1),

menurut jJeg sok/penyedia jasa negara

S gtau perlakuan

e ] e a ataupun

8
| e, 7 AERTh Myl bisa
1 tka g Bubah

gdak &
\ persyaratan b uk mp§q S agar mengunuturig asa
cl oC O /p y i -« j a r |

dak g J - - dia

jJasa dari

itme

3.

u
fikasi, standar
u prosedur lisensi serta

pencantuman domestic reguliation fHain yang Kkonsisten

teknis dan per

dengan Pasal V1. Setiap negara dapat mencantumkan kolom

Additional Commitments (komitmen tambahan) dalam SOC-

58

Tinjauan yuridis..., Fransiscus Rodyanto, FH Ul, 2008



nya, untuk mencadangkan hal-hal yang belum ada selain
yang tercakup dalam ketentuan Pasal XVI dan Pasal

XVl .8

Pada praktiknyg gan Ini telah dibuat oleh
60 o] , [ ! telekomunikasi

L mengenai

disiplin

gl ™

Berdasarkan Pasa

Farats - AN — e

ndisi-kondi terhadap e

Wndisi—kond si—kualifw yang
~ S o

ya ar;

C. Jaal_i3 e * - peg, tambahan;

d. Jike _yp g Jangka waktu
impleM Sebut; dan

e. tanggal berlaku et k&M tmen-komitmen tersebut.

80 “GATS Training Module,” op. cit.
8 1bid.
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SOC ini merupakan lampiran dan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari GATS.®% Dalam hal suatu pemerintah

telah membuat suatu SOC v@aaa memuat komitmen khusus sektor

Jasa yang dibuka gAsa asing, maka negara
tersebu ; a pasarnya dan
dengan  apa

n-aturan

i S Yang

| dikomitmen

wenyed 1aan

gota dilak

bly) yang pada

82 pasal XX ayat (3) GATS.

8 «Guide to reading the GATS schedules of specific commitments

and the list of article 11 (MFN) exemptions,” Op. cit.
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1. Cross border supply, yaitu penyediaan jasa dari suatu
wilayah negara ke negara lain. Moda ini merupakan

moda jasa yang paluast umum dikenal, dimana jasa yang

dimaksud hg diberikan yang melewati

pg 1S : ) ' penyedia jasa
L tersebut
! :
tOrT-

ang
sump# AF ediad

b wilayah sug

H negara
Jmas - - lq\ wi vl negara

a A kepada pasfter gail

k gguna jasa
[ ]
- 1 adalah jJjasa

3

& “‘movement

i.'engan kegiatan

84 «Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments Under

the General Agreement on Trade in Services (GATS) - (Adopted by the
Council for Trade in Services on 23 March 2001)” http://www.wto.org, 10
Maret 2007.
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- Perbaikan kapal atau pesawat yang

dilakukan di luar batas negara.

- WNI vyaggm menggunakan jasa dokter atau
RO DU A .
3. ' 1 an jasa oleh
eberadaan

but di

yang

perha® sa
arena menimb an : ting bagi hostT QO nt
b (g -
x abang
.‘! Movement

aﬂ U
ne U "‘( s | avak 21 o o i penyedia

n P o jasa.
Unaga medis, dan
guru ' rikan jasanya di Amerika.

Dalam praktiknya, moda empat 1i1ni dapat dilakukan

sebagail bagian dari moda tiga, yaitu dalam hal
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keberadaan commercial presence di suatu negara
pengguna jasa mengikutsertakan penyelenggaraan jasa

yang dilaksanakan eh warga negara dari penyedia

jJasa dalam esence tersebut.

,Q )

yd ara

Indonesia yang

oF. ] negara
empat) .

an untuk Wkan

komitmen a penuh

agar penjabaran ka¥s bdu e a

ﬂinginan an
4!“ f < [ _-._1. yautavvarkan
5 ‘( L Q ‘ an. Namun

de san Horizontal

b. Bound, istila akSudkan untuk menyatakan

¥

Kemnginan anggota yang memperikan KkKomitmen dengan

8 <«Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments Under
the General Agreement on Trade in Services (GATS),” Op. cit.
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pembatasan (commitment with limitations). Hambatan
dan/atau pembatasan yang diberikan untuk sektor jasa

yang dicantumkan dalag SOC tidak akan diubah oleh

anggota, kecug erbuka, tanpa pemberian

kompg 3 5 3 etentuan dalam

s
l "
C bl K CO 1 u untuk
aRe 3 * 2 2 g= m asan

Dagia entu hging

atau commiamner ith

an U tkan
Vhwa anggot; asan atas Wsar

ﬂn national v kat pada W yang

KOmitmen

dengd

imi

gstil

beberapa

Sits

Derag
X a

dengan Pasal

etapi tidak

uat tidak sesuai

X akan dirhapuskan.
T. Unbound, mstriah mni dimaksudkan untuk menyatakan banwa
anggota dapat secara bebas untuk menentukan pembatasan

yang tidak sesuai dengan akses pasar dan national
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treatment dimana hambatan dan/atau pembatasan terhadap
sektor jasa yang dicantumkan dalam SOC dapat diubah

oleh anggota (tanpogmkomitmen sama sekali atau no

commiment) .

g- Unbg ' 1 uk menyatakan

L ¢ ) 5a ng dibuka
C ks, g 0] mmitment
Cd y R EC '
v edule of SpumuTig Cogtnents IndoneSTa i
nerag ;

Fing 1 2Nts

ndonesia D3

emua sekto gllFccngan
edule of
dokumen

9 n. pommanannya.® Dalam

8 Schedule of Sp 1erl Indonesia sudah beberapa kali

mengalami perubahan, khususnya dalam perubahan terhadap sektor jasa

telekomunikasi dan sektor jasa keuangan. Dokumen GATS/SC/43 tanggal 15
April 1994 adalah dokumen pertama yang dibuat oleh Pemerintah
Indonesia. Dokumen pertama ini kemudian dirubah sebanyak tiga kali
yaitu melalui dokumen GATS/SC/43/Suppl.l tanggal 28 Juli 1995, dokumen
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SOC Indonesia tersebut telah ditentukan sektor-sektor jasa
yang diliberalisasikan di Indonesia pada saat proses

negosiasi. Sektor-sektor ebut meliputi:

1. Jasa Telekomyg gication Services) yang

kemug 2/ SC/43/Suppl .2

b
- V1 C,

@FTvices) yang _Remuds dua

& upp gal

B/Supp 26

e g atbnerupakan
d ‘ o penentuan
gla iIsahkan dari

‘i a berkewajiban
t.

komitm en}j
i

Perjanji a”l
K

untuk menjalankan

GATS/43/Suppl.2 tanggal 11 April 1997 dan dokumen GATS/SC/Suppl.3
tanggal 26 Februari 1998.
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Untuk kelima sektor jasa tersebut di atas, melalui SOC
Indonesia, dapat diketahui komitmen apa saja yang telah

diperjanjikan oleh Indg@gsia, ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam limitation on market

access, dan additional
ahuir pada

annya.
laku

quels ali

difSebutkan persyara¥ or-

-pEEyvadan  khusus

bakan

gikat atur ™

bt atau kew

1 terdap tasan

kb'menkan -

sebagai

dKSE pasar ata

Wakan suat

8 Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments Under

the General Agreement on Trade in Services (GATS), Op. cit.
8 Dokumen GATS/SC/43 tanggal 15 April 1994.
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1. Restriksi akses pasar (Limitation on market access)
a. Moda 1 (cross border supply)

Pada moda cross Qpamder supply diperbolehkan adanya

pembatasa seperti sebagaimana

- ¢ j RNg dibuka.

(&

dinyatakan d2qgam SEap

Hembd

cktor jasa yang

bda

Pada mod ence diten

p
uh
a arus berb

%;;,!?si

penyelend

n kecual i

O saoktor.
oint venture
erikut:

hukum perseroan terbatas

(P1).-
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ii. Kepemilikan saham oleh pihak asing dalam badan
hukum perseroan terbatas tersebut tidak boleh

melebihi 49%.

mé itentukan
[z , dan
Id L - = L 3 : Slan

kN &

manaj er, penasehat tekT

a RN jang
Transfer tuk posisi

ahli tek sepanjang
ji

-
-

_--_hﬂhﬂhminﬁﬁﬂﬂ-ﬂzmm.

penyediaa BREASSITE ) | o

1 u aan adalah

_ ar perusahaan itu
sendiri. C (6] ktur keuangan di
I

perusahaan A di Negara no. au wongan posisi jabatan direktur

perusahaan A yang a oleh manajer keuangan dari
keuangan di perusahaan A vyang ada di [Indonesia yang merupakan
perusahaan joint venture dari perusahaan C dan perusahaan D yang
keduanya ada di Singapura ditempati oleh manajer keuangan perusahaan C
atau lowongan direktur keuangan Citibank Indonesia ditempati oleh
manajer keuangan Citibank Singapura.
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2. Restriksi National Treatment (Limitation on national

treatment)

a. Moda 1 (cug

r g

RSP
\ Pada moda ¢ um o n

W lehkan adanya

0
s national
[ Firoad

Pproad diperbolenkar

pembatasan

Faeme ini:

_'-"

Undang-Un

P

0 hasilan menentukan bahwa

wajib pajak bukan penduduk yang mendapatkan
sumber penghasilan dari Indonesia wajib membayar

pungutan Pajak Penghasilan sebesar 20% bila
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mereka memperoleh penghasilan dari hal-hal
dibawah ini di Indonesia:

i. Bunga

ROM

l E . ‘ donesia
gdang ok-
pokok AgrWma l bahwa orang "a
d , 1da

mem §

aik
kan

ikian? fkum

berbentg apat memegagg

, dan untuWereka
bﬂgunan

una

Usaha

diwaj ibkan

kvrofesional -
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d. Moda 4 (movement of natural persons)
Pada moda movement of natural persons ditentukan

pembatasan nationg reatment untuk hal-hal berikut

ini:

Roake

W.‘

vpartemen

Jja pa

berbent kantor

dan/a Drangan wa

a”ai keimigrasian

Setiap or a memenuhi persyaratan dan
prosedur kKketentuan kemmigrasian untuk memasuki

wilayah Indonesia.
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Dengan adanya Horizontal Measures sebagaimana diuraikan

diatas maka semua sektor yang berkaitan dengan pembatasan

terhadap akses pasar dJdame pembatasan terhadap national
treatment untuk g poda 3 dan moda 4 yang

memperhatikan

u

10 Mcasures.
g ima yang

: AL goal
L 1 iub—
-
e

terdapa

ke T el \
ol 1SAS E:

De rull

Jasa reas

Jasa asu

8. Bisnis kart

sb dan agen kartu kredit)

% Dokumen GATS/SC/43/Suppl.l tanggal 28 Juli 1995

9. Jasa consumers Ttinance

10. Bisnis sekuritas
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2. Jasa keuangan perbankan, yaitu bisnis bank komersial.

Karena cakupan sektogmiasa keuangan yang dibuka oleh

Indonesia cukup gl hanya akan membahas
mengenai S
tor jasa

r dalam

yang

a2l Co

retentuan dalam tion on Banking S3eCTor

natim ent

ng telah d pkan

ﬂhapuskan
<L,
pe Sin

sebagail berikut:

sektor peghankag

syangota

engan

2.

bank joint

i
Iimgan persyaratan

a. 1r1gak termkat pada i1jin paru

91 Dokumen GATS/SC/43/Suppl.3 tanggal 26 Februari 1998
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b. Hanya 1institusi perbankan vyang diijinkan untuk
mendirikan bank berbentuk joint venture
olgh

3. Kepemilikan saham penyedia jJasa asing dalam bank

joint venture uran perundang-undangan

yang pt kepemilikan

t
dalam
g-masing
. L o kan

kepemi likan ‘ pat

jperbolehkan bank lok ada

#ngan
S e\

5. o | 1 O 3 perbedaan

meka Eimal 49% bank

pe #in pada tahun

/1 *l N4

6. Bank asing dan ure dapat membuka kantor-
kantor mereka di Jakarta, Surabaya, Semarang, bandung,

Medan, Ujung Pandang, Denpasar dan Pulau Batam.
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7. Tidak perlu dilakukan tes kebutuhan ekonomis terkait
dengan presence of natural persons. Setiap bank asing

dan bank joint ventupgmevang mempekerjakan warga negara

sebagai ahli teknis

asing sebaggd

. warga negara

diwa : g
q ] sa kerja
n 2
B . g '8 ; s L 1 asuk

1 Ejhat

1 kan la aj
abang bank asirfgkdarmeanidoint venture
ebi - Wl Btig

masg
dalam hal Wang

meatasan n
bntal Meaw tidak

e
&

-ilah dite
'dlak ‘( 1 S i‘\

Be bruari 1998,
ruang lin

n te
N ‘n W jasa perbankan
yang dibuka akses p edia jJasa asing adalah

sebagal berikut:®-

92 Dokumen GATS/SC/43/Suppl.3 tanggal 26 Februari 1998.
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1. Penerimaan deposito dan dana Pihak ke 111 lainnya dari
masyarakat.

2. Segala jenis pinjagm. termasuk kredit konsumen,

hipotik, kredj dan pendanaan transaksi

kome

% ransaksi
lllll!ang 1

fn da

-’

atas ra i 1 aik

instrumen RSa isuk cek,

LSS

yang dikeluarkan dalam

1an swap dan

fo

d. pertukaran
pasar uang.

6. Jasa-jasa manajemen kas, kustodian dan penyediaan

tempat untuk menyimpanan barang dan surat berharga.
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C.2. Kaitan modes of supply dengan Specific Commitments
Indonesia dalam bidang jasa perbankan
Berdasarkan dokumen GATS/SC/43/Suppl.3 tanggal 26

Februari 1998, dapa pgoda penyediaan jasa (modes

of supply ' y } s 1 NCah  Indonesia

terhads yang dibuka,

Latasan e S pasar )
bPemb o terfikdo il o 3onal ~ mentd

a2 (cowes
b Pembatasg 3 ar (marked

Moda

iI. Pembatas r (market access):

% 1bid.
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a. Bound - Untuk kantor cabang bank asing, dibatasi
hanya untuk 1 (satu) sub-kantor cabang dan 1

(satu) kantor_gabang pembantu

Bound R bentuk joint venture,

tor cabang dan

or

untH
\ Jabatan ek AP0 dapat di

-—y

d. Moda 4 (movemen
1. Pembatasan ternadap akses pasar (narket access):
unbound except — tidak ada pembatasan akses pasar

secara khusus kecuali terhadap pembatasan akses
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pasar yang ditetapkan dalam Horizontal Measures dan
General Conditions on Banking Subsector.

. Pembatasan terhadggmnhational treatment:

unbound ¢ gda pembatasan national

hdap pembatasan

a bk ; orizontal
Ong Banking

d
=
=
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Dalam GATS

baga dik pcasika

berapa ang pa umum

Bngert

DMPOKKH

berdasarksg ghimpun dgpa

at secara cara penge

,a 1embaga K¢ 3 0 lkan menjaj aga
dep . 1 ) dan

0 f; .-. . . ‘:;‘ tu

ter

keuan

nancial

1 be g n depositori
sering disebbw ' d m (NBF1) atau
tons (NDFI). Lembaga
keuangan yang masuk dalam kelompok ini adalah semua lembaga

non depository Tfina

% Dpahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Monoter
dan Perbankan, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, 2005), edisi kelima, hal. 4.
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keuangan yang kegiatan usahanya tidak melakukan penarikan
dana secara langsung dari masyarakat sebagaimana halnya
yang dilakukan oleh lembaga depositori atau bank-bank. NBFI
dapat diklasifikasikan ke dalam contractual Tfinancial
institutions®, investment institutions®, finance

companies®’, dan lembaga keua & non bank lainnya®®.

% lbid. h; lembaga keuangan

yang menari xontrak untuk
memprote plgya: polis
asuran ‘ i dana

adalah

L E ) U S i
dan dar®

adalgk

erkait an K tan pasar

sa-jasa dalam tMesak di Jasar modal maupyn mel

kep S i n JPrtofg embag

disebutkd 2lg, AN A rusahaa (securi

inves pada @

g memberiRar emisi (unde
peld

am
gang efek (dea N
.

pengetTola investasi 1Ny : nt). Semengala tu,

perH investasi um® s dallam rekH Di

beberadgar o= ’ ah o ahaaLek dan
#ﬂi sebaggd A‘"

(brokerage)

investment ca e kN investment
bank .

7 1bi% ; : z Fang memi liki
bidang usaha

: y L man- Perusahaan
pembiayaan (finan ut peraturan yang

berlaku, melakukan usah ; d bidang sewaguna usaha

(leasing), anjak piutang (factori pembiayaan konsumen, dan kartu
kredit. Karena perusahaan ini menawarkan berbagai jenis pembiayaan,
maka sering juga disebut dengan multi finance company.

% 1bid. Lembaga keuangan non depositori lainnya: Selain lembaga
keuangan yang disebutkan diatas, jasa-jasa pembiayaan dengan cara gadai

saat ini semakin berkembang. Pegadaian telah menjadi salah satu pemain
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Lembaga keuangan depositori menjalankan Kkegiatan
penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam
bentuk simpanan (deposits) — giro, tabungan, atau simpanan
berjangka; menerbitkan sertifikat deposito; dan memberikan
jJasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran (transfer, kliring,

dan sebagainya). Yang dapg e]ompokkan ke dalam lembaga

depositori adalah bg Perkreditan Rakyat

karena

menjalankan

a Iangsung

hanys
fungsi-fung
dan m redit.
Semen Inya
: al
Ings ana h ation da

By da ori

stitutions. L&@pagd ni

ada dasarnya “mengrre

i o ava 4 sgf A g= <emba

ggotanyg ebut.°

intah n ug nia s

m ngatur mengue i ké gan kareng enbh s

ke memi liki Bl ' L menjaga st™ as
peM'an dunia. pengatura ﬂnai
jasa H\ ho

ga I'ﬂ'r’di;-p-_ ‘—::;F: ;;EH.: GA

yang pa : R et gt R B = on Sy W= donesia.

Peran pegadd pening yang ame asuki dekade

1990-an. Peninv i ‘ ; ahan pola dan
strategi manajem op i a Ii a Y berkaitan dengan
al -

peningkatan kualitas pe n aan beberapa produk baru

(product development) dan yang terpenting adalah peningkatan kualitas
sumber daya manusianya.

% 1bid. Hal. 4

100 GATS Training Module,
http://www.wto.org/English/tratop _e/serv_e/cbt course e/signin_e.htm,
diakses pada 10 Februari 2007.
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GATS dilengkapi dengan lampiran-lampiran (Annexes)
dan perangkat yang berkaitan (related instruments) dengan
Perjanjian GATS. Mengenai lampiran-lampiran tersebut, Pasal
XXIX  GATS mengatur bahwa lampiran-lampiran tersebut
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian

pokoknya. Dengan demikian_g a_negara penandatangan GATS

terkait pula untuk g Rl yang diatur dalam

lampiran-lamg
Lamp ] t terdiri

¢ J
tentang u gF Tenaga
et GAT.
vacural Persons Sug Ing Services
eeme

Lampa tentang 4 g Udara "

(Annex on 1nan

han (Secon(y

poort S

J8
e

Lagpiran tentg

vices);

H iran Keduad o :
™ e

i 0 varitime
& i %F (Annex on

h. Lampiran tentang Negosiasi Telekomunikasi Dasar (Annex

; Fasa Angkutan

g. Lampiran

Telecommunicatio

on Negotiations on Basic Telecommunications).

101 pasal XXIX GATS.
102 | jhat Perjanjian GATS
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Secara umum, lampiran-lampiran Perjanjian tersebut
memuat catatan-catatan (Notes) dan ketentuan-ketentuan
tambahan (supplementary provisions) untuk sektor—sektor
jasa yang memiliki kekhususan.!%

Sedangkan perangkat yang berkaitan dengan Perjanjian

GATS antara Ilain adalah an-keputusan para Menteri

(Ministerial Decisig LoNs) Yyang berkaitan

dengan sek ] < gtan tentang

Persetujua pitments in

Financ

usnya

dilakukan ta karena pertumpuna

at egarg caita

pbilita 1 X ,ann, J Jjuga RYjes pengg

dan

. Hal ni

at

a

- . nex on
adM

euangan

1 tigdakan peny,

al

tujuan

SGHHM
if

diprak

alnya

7 W

103 Misal F 7 telekomunikasi
disebutkan: “Menya telekomunikasi dan

asi yailtu sebagai sektor

utamanya peran ganda sek
ekonomi yang nyata dan sebagai ana hubungan pokok bagi kegiatan
ekonomi lainnya, para Anggota (GATT) telah menyetujui Lampiran tersebut
di bawah ini dengan tujuan lebih menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian (GATS) yang terkait dengan persyaratan mengenai akses dan
penggunaan jaringan dan jasa telekomunikasi...”.

104 “GATS Training Module,” Op. cit.
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dari Kanada, Masyarakat Eropa, Jepang, Swedia, Swiss dan
Amerika Serikat pada tahun 1989.1%° Setahun kemudian,
beberapa negara Asia dan Eropa Timur bergabung sehingga
hampir 40 negara terwakili dalam kelompok ini. Namun dalam
perkembangannya, beberapa negara “emerging market economy”

dipimpin oleh Meksiko tibg nenarik diri dari kelompok

informal tersebut. & af yang dipergunakan
dalam perundi dipersiapkan
oleh emps : ’ 1 dan

Swiss.

disepaka Lampir

N nular

cgara maju el LU am Understanormo

ts

ig jal 38 e sed eten

at d diteri s I I pihak ang - dg

{ se
. N
a9 keua

it
A

; nancia 8
Hex on Fina 31|
ca catatan (n ’
.

Ruanpg e il

a garis be

ketentuan

g Jasa

bR

Dal?& le™m nisikan

sebagai Wy w e A euangan yang
ditawarkan oy 4 a yang berkaitan
p a

J itan dengan asuransi

dengan asuransi

armj g

105 sydney J. Key, Financial Services in the Uruguay Round and the
WTO, Published by Group of Thirty (Washington DC: 1997).

106 1pjid.

107 1bid.

108 1bid.
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dan jasa perbankan serta jasa keuangan lainnya di luar
asuransi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, jasa
asuransi dan jasa yang berkaitan dengan asuransi
meliputi antara lain asuransi Jiwa dan asuransi non-
Jjiwa, reasuransi, Intermediasi asuransi seperti jJasa

pialang dan agen asuras erta jasa tambahan untuk

asuransi  sepertj jasa pertanahan.
Sedangkayg 4 pogan lainnya
mel 1puj fiakan oleh

segala

(jenis

ang, manajemen ase

tuan

ang

aitan 0 B0 pripg

mengagl ebi jakt

atia engan

tors, polic 0

the grotection
e

rsons to is owed” to
H the intW of the Hial
Rl < ' o

Ket masalah
tangani

jasa yang

dipersengke ; }
4. Ketentuan tentang Prudential Measures

memperbolehkan suatu negara untuk menerapkan kebijakan

khusus tersebut.

Annex on Tfinancial services memberikan kesempatan
yang luas kepada pemerintah di seluruh dunia untuk
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mengambil  tindakan-tindakan kehati-hatian. Salah satu
elemen pokok dari Annex on Financial Services ini adalah
apa yang disebut sebagai prudential measures (““tindakan
kehati-hatian™) dimana esensinya, sebagaimana telah

diuraikan diatas, adalah bahwa anggota-anggota WTO dapat

bebas mengambil tindaka akkan kehati-kehatian untuk

memproteksi investor g polis asuransi atau

pihak-pirhak ; 3 gas bertindak
sebaik-bai atau untuk
angan.

X on

ng
M

ral 1%
gan .8 e 08

dari

dan ju
Services ai

dang a8 berbanka

i dalam
Un nding on Cq

pelulyang bera

pi

Peraturan
non Bank) dituntut u n sejalan dengan arus
globalisasi ekonomi yang menimbulkan hubungan
interdependensi dan integrasi dalam bidang Tfinancial,

produksi dan perdagangan, oleh karena arus globalisasi

199 Understanding the WTO: The Agreements. Op. cit.
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ekonomi  tersebut telah membawa dampak kepada keadaan
ekonomi di Indonesia. Dampak ini lebih terasa lagi setelah
arus globalisasi ekonomi semakin dikembangkan melalui
liberalisasi perdagangan (trade liberalization) yang telah

diupayakan secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia

dalam bentuk kerjasama gk W regional, seperti North
American Free Trade ropean Market (SEM),

European Frg alian — New

Zealand Agreement
(ANCER ] e aciftic
Econ ] [ j i asama
e 4l o ' RO N
( 1

2 mena Fngan
15 Ap 19 di g rrakesh, MarokRO
WTQ Dagel ALl VTO,

anggal
ANgQgQ

hg a [ ‘ ) )

nentasika ketentyg
ATS,

dibuatnya

yand : AF
PC

mentasikan

eraturan-—i i an dengan
u untuk te

Wisi perdag

a

sebagal

110

Bismar Nasution, Jasa di Bidang Keuangan

(Bank, non Bank) Pasca GATT-GATS Dalam Kailtannya dengan Ketentuan
Perdagangan di Indonesia, makalah disajikan dalam Pendidikan dan
Pelatihan Manajemen Konsultan Hukum dalam Rangka Penyelesaian
Perselisihan Perdagangan oleh Fakultas Hukum USU & Departemen
Perindustrian dan Perdagangan Kanwil Sumatera Utara, Medan, tanggal 29

September 1999, hal. 1.
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dikaitkan dengan 4 (empat) moda penyediaan jasa yang diatur

dalam GATS, antara lain:

A. Moda 1 (cross border supply)
Sebagaimana telah diuraikan pada Bab [I111 sebelumnya,

moda cross border supg galah suatu penyediaan jasa

yang diberikan an negara sedangkan

dimana jasa

penyedia R
terseb
; nesia
: i el
£S e aupun na

Oda Ccross border 3 padg@prinsipnya setiap o
badag d

menyed.s jasa pe

0 berbg seca

Negara

ratan

eral CondW\

i:::::r di

diketahui

etap n
Horizonta

|
ng Subsect(

sand'

8/28/2006),

dilakukan:1!

Kegiatan

dimana dia
a. dari luar wi Indonesia ke dalam

willayah Republik Indonesia;

11 Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 8/28/PB1/2006 Tentang
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, TLN No. 4665, Pasal 2 ayat (1).
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b. dari dalam wilayah Republik Indonesia ke luar
wilayah Republik Indonesia; dan/atau

c. di dalam wilayah Republik Indonesia.

Dari ketentuan diatas, khususnya mengenai pengiriman
apLiblik Indonesia ke dalam
diketahur bahwa

uang darit luar wilayzi

wilayah Republik gat
pemerintg ef b gkan SOC yang

telah ¢ ger supply,

5 ol
kh s 7 Pr ngenai
p r :
¥
B ) SUMPTION Y
= diurd pagd R
Oda ~ consumption aNmoadidal suatu penyedfda
wi g StU WRelo N tuk gina
i

wi layah ®gara la B B e JeEEF- pasuk g

an ku R e enyed ™

serigg disebut j em of the ConW
I.Illl‘ W

H oda consu™ pemerintah sia
mgiji “r? . . mbab tidak
me 1 gl K3 X ; ? ) o hational

tred u, pada

prinsipnw r ﬁ ;
yang menye n S8 d b
a pe n

asing, dapat membe

di Indonesia
lokal maupun
kan kepada orang atau

badan hukum dari luar Indonesia.

Salah satu peraturan perbankan yang terkait dengan moda
ini adalah Peraturan Bank Indonesia No. 7/1/PB1/2005
tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (PBI No. 7/1/2005).
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Dalam PBlI No. 7/1/2005 1ini dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan Pinjaman luar negeri bank adalah semua
bentuk pinjaman atau kewajiban bank kepada bukan
penduduk dalam valuta asing maupun rupiah dan surat

berharga dalam valuta asing vyang diterbitkan oleh
k_112

ban Sedangkan katg “‘bukan penduduk” diartikan

sebagal orang, bagg glan lainnya yang tidak
berdomisj A > Tk di Indonesia

panya tidak

kurang

N216- g! d il a8 | O

mp Iemen Tor s W gl | o< Uian
dalg

engenat  pinjaman ar bgey bank,

khus

dimana ™ Da

esia ban foka ! aupss asi

membeLs pinjama LI Bl Dadan Qo atau bgg

alinnya . dj esia
atu) tahun.

S

( = os] ke DL call
L

Demasok/pv ; daan entitas
pemasok/pen L Qi‘ 1 layah pengguna

Jjasa.

112 Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 7/1/PB1/2005 Tentang

Pinjaman Luar Negeri, TLN No. 4467, Pasal 1 angka (2).
113 Ibid., Pasal 1 angka (3).
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Pada moda commercial presence ini, pemerintah Indonesia
melalui SOC yang telah dibuatnya, melakukan restriksi
terhadap akses pasar dan national treatment pada

pembukaan sektor di bidang jasa perbankan.

Pada restriksi yaps Quat terhadap akses pasar,
diatur bahwa un bank asing dibatasi
hanya Ui : . ' P gan 1 (satu)
kantor u berbentuk
u kantor

3| itu,

it

aSid Roan el

Jabatan ekseR

0N eksekiiie T S arus di oleh wg

& u berb®

ndond
re dibatasi nyd 01

ur yang da
warga neg LY J5% tap mengac da

H si kepem mMriksi vya Huat
tiap ¥ e il o 2 . : rMercial
il Yo

pre

natural

pe gaimana
telah dw WI, national
treatment coiie e serupa dengan
dilakukannya moda Mwe ral persons.

Implementasi akses pasar moda tersebut dalam peraturan
perundangan-perundangan di bidang jasa perbankan dapat
diketahui melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang
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Perbankan (UU No. 10/1998), dimana diatur 3 (tiga)

metode atas keberlakuan akses pasar ini, yaitu:

1. Pembukaan kantor cabang, kantor cabang bank pembantu
dan kantor perwakilan di Indonesia oleh bank asing

a4

dengan izin dari pimpinan Bank Indonesia.'* Selain

1tu, bentuk hukum dga aptor cabang, kantor cabang

bank pembantu 1lan dari bank asing

tersel ) ukum kantor
5

puUS3
Tolb
Uy, ¥
atur %o
gones H. 33
el 1999 tentang Wgers atgg@rdan Tata Cara rPenou
tor ant hoge Bay 20tu d3

Pery an dari 1 JR N B -l O udukan jar Negg

No. S

‘%ﬂbukaan ka ,, 1§

H\ kantor pd
akul B ' o In
L Y

abang bank

asing h

prinsi i 'S
114 Yu No. 10/19984i

115 1pid., Pasal 21 ayat (3).
118 Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
32/37/KEP/DIR Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor
Cabang, Kantor Cabang Bank Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank

yang Berkedudukan di Luar Negeri tanggal 12 Mei 1999, Pasal 2 ayat (1),
Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1).-
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pembukaan kantor cabang. Kedua, 1izin usaha, yaitu
izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha
kantor cabang setelah persiapan pembukaan kantor
cabang selesai dilakukan.!!’

Adapun persyaratan asing yang akan membuka

kantor cabang g
a. i i

b. m 200 (dua

‘ asing
O . Fle | =
ang-kural e - kD

., 000

angkgas arat

Berwaki 13 sl - iki  tQ

—d
o

1| No. pO9, peringkat

ka

yang £ S ra
121

ia.
i

33
3

d., Pasal
d

D, ".,r

dan  renuEe I s e Sy R N O R lembaga
pemeringkat crkem eper e ®ard & Poor’s

atau lembaga p @I a"ggap setingkat,
dengan predikat mi b
0.

32/37/1999, dana usaha

adalah dana bersih yang berasal "dari kantor pusat bank pada kantor

119

’

120 Berdasarkan Pasa

cabang setelah dikurangi dengan penempatan kantor cabang pada kantor-
kantor bank di luar negeri, yang diperlakukan sebagai komponen modal
untuk kantor cabang yang harus selalu tercatat selama kantor cabang
beroperasi.

121 SKBI No. 32/37/1999, op. cit., Pasal 15 ayat (2).
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Penutupan dari kantor cabang pembantu atau kantor

perwakilan hanya dapat dilakukan dengan izin Direksi

122

Bank Indonesia. Sedangkan untuk penutupan kantor

cabang mengikuti peraturan perundang-undangan yang

berlaku tentang pencgal 1zin usaha, pembubaran dan

likuidasi ban Pemerintah No. 68

Tahun : a Pencabutan
Izi Bank dan
1 : entang

apan State

-recndirian bank U esia oleh wargd eCd

badé iising o dend

ng dai

neqQg ndones 3 fadan hO Indoneg

L LS ndonesia oH@a
asing de Urga
. : IHonesia

098 dan

a kem <k

‘rhadap pend .

ra asing @

ara_";ﬂﬂl

p)l

donesia

w (PBI No.

2/27/2000

122 1pid., Pasal 31 ayat (1).
123 Ibid., Pasal 33.
124 Ibid., Pasal 22 ayat (1) huruf (b).
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Berdasarkan UU No. 10/1998'* dan PBI No. 2/27/2000'%°,
warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara
kemitraan dengan warga negara Indonesia dan/atau
badan hukum Indonesia dapat mendirikan bank umum.

Bentuk hukum dari bank umum dapat berupa perseroan

terbatas, koperasj = perusahaan daerah.?’
Kepemilikan vyg warga negara asing
dan/a D3 € y setinggi-
ting bank.?®

ang menjas 3 # saham da

i Ut [ Nple

Persand yang

au [ Perk )
dengan kete angl® ditetapkan
Indgy

No. . . y ""%' (
126 1 nd ol p i 1&4 . Tentang Bank

Umum,

127 1 i ardel

128 PBI No. !!"0 p i i

129 1bid., Pasal 15 a

130

>

NU

F cit., Pasal

Berdasarkan Pasal 15 aya ) PBI No. 2/27/2000, pemilik bank

yang memiliki integritas yang baik antara lain adalah pihak-pihak yang:

a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank

yang sehat.
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Pendirian bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin
dari Dewan Gubernur Bank Indonesia.'®' Pemberian izin
dari Dewan Gubernur Bank Indonesia tersebut dilakukan
dalam dua tahap. Pertama, persetujuan prinsip, yaitu

persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan

kantor cabang. Kedys ol usaha, yaltu 1zin yang

diberikan un giatan usaha kantor
gntor cabang

bank

A potor ANg z
0 pawah kantor “aba d3 kegiatan kasS™ua
tor Qg el Wl cIY JeEly aban®

pery an dan _Jer IS nnya d s

cabang

sele r umum

Flkaan ; ga - be
kK umum vya

D
Hture) ole

‘HJ’IQ dengan

a kemitragg Q

lan/atau bad® LM
esia dan/iwdan

an/atau

Wing dan/atau

31 1bid., Pasal 3 ayat (1).

132 Ibid., Pasal 3 ayat (2).

133 |bid., Pasal 4.

134 Ibid., Pasal 26 ayat (2) dan (3).
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UU No. 10/1998 mengatur bahwa bank umum dapat
melakukan emisi saham melalui bursa efek.'® Wwarga
negara asing dan/atau badan hukum asing diperbolehkan
membeli saham bank umum, baik secara langsung
dan/atau melalui bursa efek.3®

Pengaturan lebj pembelian saham bank
umum - a8 d 1 Rireksi  Bank

Indq Mer 1999

n B Saham
I No. F Fratur bah
3 Dal LISHine
ccara langsung deni@® pembelian Samna
alui ) pemi La aham [

walrg cgara as Padan huR as ing

oleh Pag sa efe
yaknya ada b ah saham

rcatat di ) tidak mele 9%

‘ Jumla

f

134

137 Bef 2o

adalah orang v

negara asing.
138 Berdasarkan Pasa g . 32/50/1999, badan hukum

perorangan

a maupun warga

adalah badan hukum Indonesia maupln badan hukum yang berkedudukan di
luar negeri dan didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.

139 Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.
32/50/KEP/DIR Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank
Umum tanggal 14 Mei 1999, Pasal 2 ayat (1).

140 Ibid., Pasal 4 ayat (1).
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bersangkutan'**. Hal ini dikarenakan adanya aturan
bahwa bank umum hanya dapat mencatatkan sahamnya di
bursa efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham
bank yang bersangkutan dimana sekurang-kurangnya 1%

dari saham bank yang bersangkutan tidak dicatatkan di

bursa efek dan haru o _dimiliki oleh warga negara

Indonesia dan/g ndonesia. %

Berdasg diketahui
astian

esia,

ter A

ang

(movement of

movey 1 . a2 0aima

diurag

pada Ball L JE ada penyed L

fng d prga

w negara di Dalamiha ! 1
dia Jasa na

Dalam pra‘ ,
ed ‘; ‘ Rk : M hal

kebegadd™ 1l B J bengguna

Yo, Ch yang
dilaksan

: ’“gi illﬁ q @ -Wa jasa dalam
moda comme pL v )

Implementasi national treatment moda commercial presence

jasa

dan moda movement of natural persons dapat diketahui

141 1bid., Pasal 3.
142 Ipid., Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
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dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003), UU No. 10/1998,
Peraturan Bank [Indonesia No. 9/8/PB1/2007 tentang
Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih
Pengetahuan di Sektor Perbankan (PB1I No. 9/8/2007) dan
Surat Edaran Bank o 182 kepada Semua Bank di
November 2007 (SEBI

9

Indonesia No.
No. 9/274i

lankan

ROl

dapat mEMgi e chaga ke

aatan Fsahay

enper timbangkan keWrsedlan haga kerja INaonesig

a ke oale ol | J@F<sug ada

negarg g  pemcHiag o (L alian  makse bekerja

Repu ne B 4 pat 1™

tengga kerja as u sibatan tertw
suaikan be £ 3 | kepemilik am

‘U pihad < SR | 01 gkcan U 4

= o Y L

1. Bgpl V8 "‘( J ) " gleh warga

A

oleh

1Ty dapat

meman foies F & ﬁ 'Watan:l‘”
13 Jy No. 10/1998, opEci o SEmat (1).

144 Indonesia, Peraturan B3 Indonesia No. 9/8/2007 Tentang

Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor
Perbankan, TLN No. 4732, Pasal 2 ayat (1).

145 1bid., Pasal 2 ayat (2).

146 Ibid., Pasal 1 angka (3).

7 1bid., Pasal 12 ayat (1).
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a. komisaris;
b. direksi;
c. pejabat eksekutif'*®; dan/atau

d. tenaga ahli/konsultan®.

Pada bank vyang

disini, ada ketentuan-

ketentuan laiyg aatan tenaga kerja

asing ; - : posisi  yang

ewarganegs

__ HELEL e kUL alls
wajib berkewSgan @l rag ndonesia.?

g kurar o hannya
Pl nega of: kum

Aca glga SEm- . - , )
eksekutif ada f at v g e, s UIEL0) I gl Dacda direksi

atau me o 1y -lll—wm L CLINCPC O rusahaan
atau bank.

149 Berdavl @, 'Ivg/zom tenaga
ahli/konsultan a o] al i ﬁ pengetahuan teknis
i a

kualifikasi keahlian, berdasarkan "Pasal 1 angka (5) PBI No. 9/8/2007,

tertentu dengan standar n yang memadai. Sedangkan
adalah pemenuhan persyaratan suatu keahlian di bidang tertentu yang
didapatkan dari pendidikan dan pengalaman kerja.

150 pPB1 No. 9/8/2007, op. cit.,Pasal 12 ayat (3).

181 1bid., Pasal 12 ayat (4).

152 |pid., Pasal 12 ayat (5).
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dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan

tenaga ahli/konsultan.®®®

Bank yang dimaksud disini dapat memanfaatkan tenaga

kerja asing untuk jabatan komisaris dan/atau direksi

bila memenuhi syarat.d g2 berikut:®
a. kepemilika gsing dan/atau badan
h F : y 25%, namun

a kum asing

b J
s , - Eay ng@gdali
E g |$ s ¥ v cdara
dan/atal L T osing te a

cabang bag ng anya dapat mengoun

or
aga

bWid_, Pasal 1
i'd-, Pasal 1

JJ’das BF A

pengendali ac ‘f:.g:

a. memiliki lebih dari
jumlah saha atau

b. memiliki saham Msa 25% dari jumlah

saham yang dikeluar

asin ulds jahg

hak suara namun vyang

bersangkutan dapat dibuktik telah melakukan pengendalian
perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

156 Berdasarkan Pasal 1 angka (12) PBI No. 9/8/2007, pengendalian

adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan

dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk bank, dengan cara apapun, baik

secara langsung maupun tidak langsung.
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cabang bank asing!®’ tersebut dan/atau tenaga
ahli/Zkonsultan.’® Diantara anggota pimpinan kantor
cabang bank asing ini diwajibkan sekurang-kurangnya 1
(satu) orang pejabat yang berkewarganegaraan

Indonesia.!®®

4. Kantor perwaki pya dapat menggunakan

tenagyg b mpin  kantor

per

ta perse

- tend i
2 onsultan cuku™els kagank Indonesia.
berdas Uu D _ /803 , & pemb@

ang ud Rer jakan L 3 e ga waj i ikl

dari Trans

Wat lain yang
e L=
asal 2 SIA-. (0. 9/ kmpinan kantor

cabang ) T A e et e TSN N ot g P IAT POl ot satu
tingkat di D Rantor g bank
158 pg| NG £ i
159 1bid., Pa

160 Berdasarkan Pasa

18

it
2 &

157 BerdHd

. 9/8/2007, pemimpin kantor
perwakilan adalah pejabat yang drangkat oleh kantor pusat bank asing
untuk memimpin kantor perwakilannya di Indonesia.

161 pBI No. 9/8/2007, op. cit., Pasal 7.

162 Ipbid., Pasal 10.

163

Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Pasal 42 ayat (1).
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Persyaratan tenaga kerja asing untuk menduduki jabatan-
jJabatan posisi yang diperbolehkan adalah sebagai
berikut:
1. Komisaris dan direksi:*®*

a. QlQulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and

proper test); daa

b. memiliki gRengenai Indonesia,

- i N . dan bahasa

S yang are T
_Talle) )
atau lembaga%gain
- Mmags ~pfelelly 1€ - Ranesi
-’
=

adail ;
Jabata tempa

(satu) ti tur;

hanya di B 5 L. atan yang

kantor p

A
m_ o.o.J K%

pal

m—kerja asing
‘ I‘ dan dapat
diperpanjant i paling lama 1 (satu)

tahun.

164 pBl No. 9/8/2007, op. cit., Pasal 8.
165 Ibid., Pasal 9.
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3. Tenaga ahli/konsultan:%®
a. memenuhi persyaratan kualifikasi keahlian;
b. tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan
atau lembaga lain;

c. mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja

Indonesia untyl adang dan keahltan yang
dibutuhkag
d. } 3 ‘ ] b1 kerja asing

gdan dapat

! i (satu)
9/8/209 A U O Slkan  ba R

bo megy

g selain yang sH@aga na sebutkan pada & e
1 dig

el |3 S

an R 1
Ikan kepadalend

9/27/2007,

H aatkan ten3
t#tu fri‘

QJ

antarv . aturan dan
pengelo a bank untuk

mengoptimalkan ngelolaan likuiditas,
posisi devisa neto, dan menjual produk treasury

secara langsung maupun tidak langsung.

166 |pid., Pasal 11.
167 Ibid., Pasal 16.
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b. Manajemen resiko
Bidang tugas manajemen resiko meliputi tugas-tugas
yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan dan

mitigasi resiko.

c. Teknologi infg
Bidagg ie Iputi tugas-

tug ( ; pengelolaan

ankan,
ngan,
, pengel
: Rnkan
ciectronic ba g, denge menggunaka
kno Loas grmas

gdit/pe 2

idang tugas ed meliputi

L)
dlt/pembl._“‘;u

ang anta dengan p

Brutama unﬁH

anyak

~f
. ,—w G ' : meliputi
tugas-t 7 : i dengan

strategi dan

el

emperoleh dan membina
relasi yang berkualitas dengan nasabah dalam rangka
mendapatkan peluang bisnis dari nasabah (existing)
maupun calon nasabah melalui pelayanan dan penjualan
produk perbankan.
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f. Pemasaran
Bidang tugas pemasaran meliputi tugas-tugas yang
antara lain berkaitan dengan upaya memasarkan produk
dan jasa perbankan, baik dalam rangka penghimpunan

maupun penyaluran dana.

g- Keuangan
Bidags

ang akuntansi
e angan,
el ategi

rja asing pada
am UU. NO 200 lrona tenas

g-tugas yang

OF [OF=

n jepa & Hal

erja a

g mena &

‘sarkan ket !1

‘U‘ pemerl ntaf

168 1pid., Pasal 5.
189 YU No. 1372003, Op. cit., Pasal 46 ayat (1).
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C. Tinjauan Yudiris atas Peraturan Perundang-undangan
Bidang Jasa Perbankan di Indonesia dengan SOC Indonesia
Bidang Jasa Perbankan

Berdasarkan peninjauan implementasi SOC Indonesia ke

dalam peraturan perundang-Lis gan di bidang jasa perbankan
yang telah diuraikayg apat diketahui bahwa
peraturan R ife sk gerbankan di

Indonesia e Rhih luas

diband < 1l ) jasa
perb 3 ’ a rikut
i =

Je 3

ommercial presence

Kk
hanya Pk 1 (s&

pm  PaK
B2/37/1999 Hida

cabang da

o

cabang
U No. 10/

gatasan jum

Hi pembantu @

No

(1)

or

Embukaan

kantor pw ; { ntor cabang
pembantu o n Sl y_ SOC Indonesia

tidak diatur hal

Selain 1tu, dalam ketentuan ke 6 (enam) General
Condition on Banking Subsector diatur bahwa bank asing
hanya dapat membuka kantor-kantor mereka di Jakarta,
Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang,
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Denpasar dan Pulau Batam. Sedangkan dalam peraturan
perbankan di [Indonesia tidak ada pembatasan lokasi

pembukaan kantor-kantor dari bank asing.

2. Dalam SOC Indonesia ditentukan bahwa terhadap moda

commercial presence di . restriksi terhadap akses
goiIint venture dibatasi
(satu) sub-

PO00 diatur

dapat
bawah

Selaip 1 1 3 ; Gene

pasar, yaitu unt
hanya u

kantor

On on bahwa

venture hanya pr-kantor

rta, Surab ung,

“I | . fm. Sedang

3. Dalam Sw ﬁ' thadap moda
commercial n V : 1 rhadap national

treatment, yaitu u k c ng bank asing dibatasi
hanya jabatan eksekutif yang dapat di 1isi oleh warga
negara asing. Sedangkan dalam PBI No. 9/8/2007 diatur
bahwa kantor cabang bank asing dapat juga menggunakan

tenaga kerja asing untuk tenaga ahli/konsultan.
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Selain 1i1tu, dalam SOC |Indonesia ditentukan bahwa
terhadap moda commercial presence diadakan restriksi
terhadap national treatment, yaitu untuk bank berbentuk
joint venture, hanya posisi direktur yang dapat di isi

oleh warga negara asing dengan tetap mengacu kepada

proporsi kepemilikan Sedangkan dalam PBI No.

9/8/2007 diatur Q

- Bank i I oleh warga
bing dapat
ll n
at eksekl p j

oNsu
da 259

dang 2 N um

yang kurang sahamnya dimi

asS 1N

bu DR Y o pent gl

—d

ot

mend

Uﬂaga ahli/kg

. gl soc 1o

g un®

Blam keten

(eﬂ) i s ey Mg C | diatur
bahya_ W3 #‘ ‘ 1L asing
dap3a Ckanisme

pembelia ang terdaftar

di bursa “ d AT 4 SKBI No.

32/50/1999, diatu
badan hukum Indonesia dapat membeli sampai 100% dari

negara asing dan/atau

jumlah saham bank yang tercatat di bursa efek namun
tidak melebihi 99% dari jumlah keseluruhan saham bank

yang bersangkutan.
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Dari uralan peraturan perundang-undangan diatas dapat
diketahui bahwa secara yuridis tidak ada kendala atas
pelaksanaan SOC Indonesia bidang Jjasa perbankan di
Indonesia karena peraturan perundang-undangan bidang jasa
perbankan di Indonesia memberikan Hliberalisasi yang lebih

luas kepada penyedia jasa ntuk masuk dalam industri

perbankan di Indonegs gdengan SOC Indonesia
bidang jasa J 3 gdiperbolehkan

karena G e t dengan

- -
- [

L N
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(S

Oasarka 3 a d' ab g schelu
apat menar A g berikut:

Indonesi W

pemerintah | s mengimplementasikan

liberalisasi bertahap 0an melakukan perubahan atas
SOC Indonesia dalam bidang jJasa perbankan sebanyak 2

(dua) kali, yaitu pada tahun 1995 dan 1998 sehingga
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~ Fgoca W ganpd rkeg

N

‘mp lementasi

H ran-peratu ) T mengat Hlam
Lemgr a!

liberalisasi sektor jasa perbankan di Indonesia menjadi

makin luas.

Sesual dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 GATS,

dengan menjadi angg Indonesia berkewajiban
mengimplena gentasi  prinsip

MFN 1In - pat melalui

S i - dimana
I 3 amian
om tuk me jasa perms

Penerag

Drinsip e gy Ol kot e ngan ol

1tas. Pnhesia

B | ] dengan me an

andiFcd® i N W o Berita

Ned = L avay .;‘,ﬁl.:iﬁﬂ-’n: for=and mnl ad i eb ih

enquiry i ﬁ 1 o dadem Pasal 111
ayat (4) GATS !l"w): secara resmi oleh

Indonesia ke WTO.

Pemerintah Indonesia melalui SOC Indonesia masih

melakukan  pembatasan-pembatasan dalam bidang jasa
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perbankannya, baik yang menyangkut pembatasan yang
bersifat horizontal (horizontal measures) dan penetapan
general condition on banking subsector maupun yang

berkaitan dengan akses pasar, national treatment dan

lingkup sektor perbapls

Pembatsi Indonesia

ng dan

Da

ab

u) subacantor

ventukg

btasan natig [d @ OC Indonesdg

" I untuk kan Hang
y :;.l.‘m an%untm(

T oy J SV AEIESEY R3] gt ekutif

tersebut ‘%i Hﬁf '

ndonesia dan
untuk bank berb nya posisi direktur
yang dapat diisi oleh warga negara asing dengan tetap

mengacu kepada proporsi kepemilikan saham.
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7. Pembatasan lingkup sektor perbankan pada SOC Indonesia
hanya mencakup 6 (enam) sektor usaha dalam bidang jasa
perbankan, yaitu:

i. Penerimaan deposito dan dana Pihak ke 111 lainnya

dari masyaraka

Sega E edit konsumen,

h ; A endanaan

i g .
i e - : o ap I, ufg,
uk biaya | - dan ka | Pk

firi maup pasabahp

dalam %

asuk cek Han,
I o

N Vararz e Vs p ITEiE I Jie

W'I ﬁ a1 Ll suku  bunga,
termasx&‘ w rti perjanjian swap

dan forward; dan

d. pertukaran surat berharga vyang dikeluarkan

dalam pasar uang.
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vi. Jasa-jasa manajemen kas, kustodian dan penyediaan

tempat untuk menyimpanan barang dan surat berharga.

Sedangkan GATS dalam Annex on Financial Services

memberikan kelelua lebith luas bagi para

Anggotanyg arhadap sektor

EE. perundang ang Drdang rj g
FrC0 I runglli - Unoorm
di ndoncgma e @ ika pberali

lebih dibandi ) 3 Indones pidang j
Fhgan = 4
ecara sepiJ
w lisasi se ; u liberal 'Hang
dil%;k jf‘ h kﬁnen di
WT (N T Sy [ B TN 2 i 0 - e W 5 . I yang

dikomi tmegsan el @ 5 w uni lateral
mencakup: v

(1) tidak adanya

perbank

) GEE
L [

an.

alization

penBdatasan terhadap jumlah dan
wilayah pembukaan kantor cabang, kantor cabang
bank pembantu dan kantor perwakilan di Indonesia

oleh bank asing;
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B. Sard

memberikan saran ‘se

1.

T A8
o

(i1) kepemilikan warga negara asing dan/atau badan
hukum asing atas suatu bank yang didirikan secara
kemitraan dengan warga negara Indonesia dan/atau

badan hukum Indonesia dalam bentuk hukum

perseroan tery gdonesia dapat dilakukan

leb Lol

i3 dan/atau

1ii) g
b g asing
O 18 iﬂ
dari P iy L han

(

“1s ‘ - i R dibatg

Fentuk )8

untuk demikra

negara a empati  jaba

W

bidang-bi1d%

# dan kepaty

Dari K enulis dapat

Pemerintah Indonesia seld menotifikasikan enquiry
point yang telah dibentuk oleh Bank Indonesia ke WTO
atau membentuk suatu enquiry point lainnya dan

menotifikasikannya ke WTO dengan demikian ketentuan
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dalam Pasal 111 ayat (4) GATS dapat diimplementasikan
sehingga WTO dan negara-negara Anggota lainnya dapat
mengakses regulasi nasional dari sektor-sektor jasa yang

dikomitmenkan olleh [Indonesia, termasuk sektor jJasa

perbankan.

2. Pemerig { ankan agar

| e : J I SOC
=0
er ndangan ]
peme
bilitg Intuk

dalam flang J

! atkan o
o

k

-—y
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